NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH PAPUA
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 147 [In.35/Rk/HM.00/09/2025
NOMOR : NK/ 1 /1X/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-09-2025),
bertempat di Jayapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd, . Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk
Papua, yang berkedudukan di Jalan Merah Putih, Buper
Waena, Kota Jayapura, Papua, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Fattahul Muluk Papua berdasarkan Keputusan Menteri
Agama Rl  Nomor:037745/B.1/3/2022  tanggal
30 September 2022 tentang pemberhentian  dan
pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Fattahul Muluk Papua selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA;

2. Irjen Pol Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si.,: Kepala Kepolisian Daerah Papua yang berkedudukan di
Jalan Dr. Samratulangi No 8, Kota Jayapura, Papua,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian
Daerah Papua berdasarkan Surat Telegram Kapolri
Nomor: ST/1845/VIII/KEP./2024 tanggal 28 Agustus
2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan jabatan
di lingkungan Polri, untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut;

a.  bahwa PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang
meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang periu didukung dengan
kerja sama lintas lembaga.

b.  bahwa PIHAK KEDUA memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perfindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat yang membutuhkan dukungan akademik, penelitian, dan kegiatan edukasi.



bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dipandang perlu untuk membuat dan
menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan
Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada
Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Kepolisian Daerah
Papua melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Strata Satu (S1) Dan Strata Dua (S2), serta
penyediaan tenaga Ahli bidang penegakan hukum melalui dukungan akademik dan riset sesuai
dengan visi dan misi masing-masing lembaga.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Rl Nomor 14 Nomor 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun
2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk
Papua;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penyusunan Perjanjian Kerja Sama;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem
Pembinaan Karier Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no. 44 Tahun 2015
tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah
Dinas dan Tata Persuratan Dinas dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama
Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua.

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka

Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kesepakatan bersama, dengan menyatakan beberapa
hal sebagai berikut:



BAB I
TUJUAN
Pasal 1

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM,
penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam
pengembangan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, peneliian dan
pengabdian kepada Masyarakat.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

a.  Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat);

b.  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian
Daerah Papua, pada jenjang Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) sesuai dengan Program Studi
yang ada pada Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;

c.  Bidang Penegakan Hukum melalui dukungan Akademik, Riset, dan Penyediaan Tenaga Ahli;

d. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang di miliki PARA PIHAK.

BABIII
PELAKSANAAN
Pasal 3

Setiap kegiatan dalam nota kesepahaman ini didasarkan pada rencana yang telah disepakati oleh PARA
PIHAK. setiap kegiatan dilaksanakan oleh tim atau penunjukan kelompok kerja tertentu sesuai dengan
mekanisme dan prosedur yang telah disetujui oleh PARA PIHAK, pada masing-masing bidang, yakni:

(1)  Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf a, disepakati
bahwa:

a. PIHAK PERTAMA, dapat melakukan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada semua
Direktorat, Devisi, Satuan dan Unit di bawah naungan PIHAK KEDUA;

b.  PIHAK KEDUA, dapat menggunakan Keahlian Tenaga Dosen berkaitan dengan Sistem
Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi, Komputer dan Akuntasi dari PIHAK PERTAMA.

b. Peningkatan .....



(3)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
disepakati bahwa:

a.

PARA PIHAK, bersepakat untuk bekerja sama meningkatkan kapasitas Sumber Daya
Manusia dalam kerangka Profesionalisme melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada butir (1) tersebut
diatas, dilaksanakan melalui kegiatan belajar dan/atau perkuliahan yang dilaksanakan oleh
PIHAK PERTAMA.

Bidang Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢, disepakati bahwa:

a.

PARA PIHAK, bersepakat untuk mendukung sistem penegakan Hukum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Papua;

PARA PIHAK, bersepakat untuk menjaga ketertiban, keamanan masyarakat di Provinsi
Papua sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

PIHAK PERTAMA, atas dasar permintaan dan koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk
menyiapkan tenaga ahli dalam kapasitas sebagai saksi ahli dalam setiap proses dan
prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana.

Kegiatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
mencakup:

a.

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka
sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengajukan permintaan secara tertulis;

Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada angka 1 (satu), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara
tertulis;

Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana maksud pada angka 2 (dua) dilakukan
sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 4

PARA PIHAK, bersepakat untuk baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, melaksanakan
sosialisasi Nota Kesepahaman, dalam kerangka peningkatan kapasitas kualitas Sumber Daya
Manusia;

Sosialisasi sebagaimana di maksud pada Ayat (1) ditujukan kepada anggota Polri dan Pegawai
Negeri Sipil pada tingkat Polda, Polres dan Polsek dalam wilayah hukum PIHAK KEDUA.



(2)

@)

BABV
ANALISA DAN EVALUASI
Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerja sama ini
berdasarkan prinsip yang telah disepakati;

Hal-hal yang lebih rinci mengenai hak, kewajiban dan pembiayaan akan di atur dalam perjanjian
kerja sama tersendiri yang ditanda tangani oleh unit terkait pada masing-masing PIHAK.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
oleh para Dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan dan/atau dijalankan pada Intitusi di wilayah
hukum PIHAK KEDUA, pembiayaannya merupakan tanggungjawab PIHAK PERTAMA;

Pembiayaan dalam bidang peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, kegiatan belajar
dan/atau perkuliahan anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di wilayah Hukum Polda Papua,
merupakan tanggung jawab masing-masing anggota Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil itu
sendiri;

Pembiayaan dalam kaitannya dengan penggunaan Tenaga Dosen untuk kepentingan saksi ahli

dalam proses penegakan hukum, dilaksanakan atas kesepakatan bersama antara Tenaga Dosen
dan PIHAK KEDUA;

pembiayaan yang diakibatkan atas ditetapkannya kerja sama ini bersumber dari PARA PIHAK atau
sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII
MASA BERLAKU
Pasal 7

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan
PARA PIHAK;

Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka
waktu sebagimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini;

berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK
yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhimya masa
berlaku;

BABVIII .....




BAB ViiI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Segala bentuk perselisihan yang timbul sebagai akibat kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat
akan menyelesaikannya secara kekeluargaan berdasarkan prinsip dan musyawarah untuk mufakat;

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan
secara musyawarah dan mufakat;

Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat
mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN
Pasal 9

Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat
secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan atau cara-cara lain yang
memungkinkan alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK adalah sebagai berikut:
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Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Nama :Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag., M.Pd.

Jabatan : Rektor

Alamat :JI. Merah Putih, Bumi Perkemahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua 99351
Telepon : 0967-5171197

Email :info@iainfmpapua.ac.id.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua
Nama :Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si.

Jabatan : Kapolda Papua

Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi 8, Jayapura 99112 Papua.
Telepon : 0967-531014

Email : dalpers.seleksipoldapapua@gmail.com

BAB X
ADDENDUM
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan
dalam bentuk addendum yang dibuat berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.




